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ABSTRAK: -    Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah 

sebagaimana ketentuan Pasal 97 huruf d Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi  Undang-
Undang,  Bawaslu  Provinsi  bertugas  mengawasi netralitas 
semua pihak yang dilarang  ikut serta dalam kegiatan 
kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 

 
- Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu 

Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 1 November 2023 

menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) pengawasan Netralitas 

Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi 

Republik Indonesaia Pada Tahapan Pemilihan Kepala Daerah 

Serentak Tahun 2024; 

 

- Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, tersebut 
perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten 
Lombok Tengah tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) 
pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara 
Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesaia Pada 
Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024; 

 
- Keputusan ini mengatur Keputusan Ketua Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Tindak 
Lanjut Laporan Dengan Nomor Registrasi: 
001/Reg/LP/PL/Kab/18.06/II/2023 tentang PEMBERIAN SANKSI 
TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA PENGAWAS 
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PRAYA BARAT. 

 
CATATAN: -  Keputusan (KEP) ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 

2024 
 

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari 
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. 


